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PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 105 TAHUN 2019
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
mengatur kebijakan akuntansi dalam penyajian
laporan keuangan untuk Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Kesehatan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas
Kesehatan Kota Bekasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4
Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan  yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri
E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota
Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 66 Seri E);



Memperhatikan

Menetapkan

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82
Seri D) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 70
Seri D).

Berita Acara Rapat Nomor : 900/BA.301/BPKAD.AKUN
tanggal 15 Agustus 2019, perihal : Rapat Finalisasi
Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi
tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan
BLUD pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
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20.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah
prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan
Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi BLUD adalah prinsip-prinsip, peraturan yang
diterapkan blud dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah
pendapatan dan beban BLUD selama periode tertentu.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan
dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau
pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran
dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam
laporan keuangan.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.



BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

a.
b.
C.

(1)

(1)

Tujuan Laporan Keuangan BLUD;
Komponen dan penanggung jawab Laporan Keuangan BLUD; dan
Struktur dan isi Laporan Keuangan BLUD.

BAB 1
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 3

Secara umum tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih/
(kurang), arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas BLUD yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai :

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas BLUD UPTD;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD UPTD;

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

d. menyediakan infromasi mengenai ketaatan realiasasi terhadap anggarannya;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD UPTD untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
dan kemandirian BLUD UPTD dalam mendanai aktivitasnya.

BAB IV
KOMPONEN DAN PENANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN BLUD
Pasal 4

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas :
a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;

d. Laporan Operasional;



e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya
ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber
daya ekonomi selama periode berjalan.

Pasal 5

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada

pada Pemimpin BLUD.

BAB V
STRUKTUR DAN ISI LAPORAN KEUANGAN BLUD
Pasal 6
(1) Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

(2) Struktur dan isi laporan keuangan BLUD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | sampai dengan Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini yang terdiri atas :

a. Lampiran | . Laporan Realisasi Anggaran;
b. Lampiran Il : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran Il : Neraca;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
e. LampiranV : Laporan Arus Kas;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas.
BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal ketentuan lain yang tidak diatur dalam Kebijakan Akuntansi
Penyajian Laporan BLUD maka kebijakan tersebut mengikat dengan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Oktober 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 105 SERI E



